(@Y
oot
R WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PUTUSAN KEPALA
o PROVINSI BALI

NOMOR |21 TAHUN 2020
. TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL AL JABAR KABUPATEN BADUNG

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI,

KEPALA KANTOR WILAYAH

rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8
ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun
i 2013 tentang Penyelenggaraan pendidikan Madrasah,
= perlu memberikan izin operasional terhadap Raudhatul
Q Athfal Swasta di Lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Bali:

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan
kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan
hukum untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal

sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
| c. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam
| Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan
l administratif, teknis, dan kelayakan yang telah

Menimbang: a. bahwa dalam

ditetapkan;
: d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
: dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas,

perlu mepctapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Bali tentang Penetapan

Pemberian lzin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal
. Al Jabar Kabupaten Badung, '

ng-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
an Nasional (Lembaran Negara Republik
nes ‘Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
ra Republik Indonesia Nomor 4301);
ndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
IE?Tambahan Lembaran Negara Republik

(Lembaran Negara
2005 Nomor 41, Tambahan
Indoensia Nomor 4496
diubah  dengan  Peraturan
Tahun 2013 tentang Perubahan

ah Nomor 19 Tahun 2005
Hmﬂml (Lembaran Negara
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4, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
48 Tahun 2008 tentang

5. Peraturan Pemerintah Nomor
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor g1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4941)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan  dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
‘ Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
F 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan (Lemnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
. Pendidikan di Kabupaten /Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pﬁngawﬂs Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama
Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri A.g. ama
Nnmnr 2 Tﬂhﬂl} ?ﬂi? tentang Pengawas Madrasah dan
Penm Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita
~ Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
Mm Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382)
‘sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
m 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
n Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita
T e sig Tahun 2015 Nomor 1733);
enteri Agama Nomor 207A Tahun 1998

Naones)



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
BALI TENTANG PENETAPAN

AGAMA PROVINSI
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
[BTIDAIYAH AL JABAR KABUPATEN BADUNG

. Menetapkan izin Operasional Pendirian 1!
dalam Lampiran yang

Ibtidaiyah sebagai a tercantum : ya
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Keputusan ini.

juh) tahun, Kepala Madrasah

standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum
Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin
operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
tetap berlaku.

m hal perkembangan madrasah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum
?:Edu& hurufh tidak mendapat peringkat minimal C, maka
izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum

pada tanggal |l Maret 2020
PLT. KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI,

IDA BAGUS MASTIKA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEp
PROVINSI BALL ALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

NOMOR ILl TAHU
TENTANG G20

PENETAPAN PEMBE
RIAN IZIN PENDIRIAN RA F
JABAR KABUPATEN BADUNG UDHATUL ATHFAL AL

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

L Aok I:Iama Raudhatul Athfal Raudhatul Athfal Al Jabar
FA \ omor Statistik Raudhatul 101251030012

Jin. Goa Gong 135 Br Santhi Karya,
i i Desa/ Kelurahan Kutuh Kecamatan
t Raudhatul Athfal Kuta Selatan Kabupaten badung 1

Provinsi Bali |\

YAYASAN PENDIDIKAN AL JABAR

A T | penyelenggara BALI
~ _ | Akte Notaris Organisasi : |
5
5 | Pen | i No.1 Ferial Syammakh, S.H, M.Kn |
Pm_E_f-'thn Akte Notaris | AHU-00295.AH.02.01, Tahun 2016
Organisasi Penyelenggara | Tanggal 29 April 2016 el
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